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PENDAFTARAN HAK GUNA USAHA ATAS PENGGUNAAN TANAH 

UNTUK HAK PENGELOLAAN 

PADA PT SUMATERA ASIA MANDIRI (SAM) YANG TERLETAK 

DI KABUPATEN MUARA ENIM 

Oleh : 

Candra Irawan, Muhammad Syaifuddin, Anna Sagita 

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, tanah adalah salah satu 
objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan aturan 
dasar yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara sehingga sangat 
penting dilakukan perencanaan kegiatan-kegiatan penggunaan atas tanah secara tertif, 
efektif, dan efisien. Tujuan penelitian ini membahas dua rumusan masalah yang meliputi  
Bagaimana implementasi pendaftaran hak Guna Usaha atas penggunaan tanah untuk hak 
pengelolaan pada PT. Sumatera Asia Mandiri (SAM) desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara 
Belida Kabupaten Muara Enim, serta bagaimana bentuk hambatan yang muncul dalam 
pendaftaran hak guna usaha atas tanah untuk hak pengelolaan dan bagaimanakah upaya 
penyelesaian yang ditempuh pada PT. Sumatera Asia Mandiri (SAM) desa Kayu Ara Batu 
Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan Penelitian 
hukum Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini ialah Implementasi pendaftaran Hak Guna 
Usaha PT. Sumatera Asia Mandiri (SAM) tidak dapat terlaksana sampai saat ini karena Hak 
Guna Usaha pada PT. Sumatera Asia Mandiri (SAM) tidak terdaftar izin lokasi untuk 
perkebunan kelapa sawit berdasarkan keterangan Kepala Desa Kayu Ara Batu yang 
melakukan pengecekan pada kantor ATR/BPN Kabupaten Muara Enim, dikarenakan 
terdapat sengketa lahan yang merupakan tanah ulayat masyarakat desa Kayu Ara Batu, 
Bentuk hambatan yang muncul dalam pendaftaran hak guna usaha atas tanah untuk hak 
pengelolaan, Belum adanya kesepakatan antara pihak PT. Sumatera Asia Mandiri (SAM) 
dengan masyarakat petani di sekitar lokasi, mengenai penyediaan perkebunan plasma bagi 
masyarakat sekitar lokasi Perusahaan, sehingga pendaftaran tanah belum dapat 
diberlangsungkan. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PT. Sumatera Asia mandiri 
(SAM) adalah melakukan musyawarah secara baik dan langsung dengan masyarakat desa 
kayu ara batu yang diwakili oleh kepala desa dan tokoh adat. Serta masyarakat telah 
membuat pengaduan ke Dinas Perkebunan melalui surat tuntutan masyarakat desa kayu 
batu terhadap PT. Sumatera Asia Mandiri (SAM). 

Kata Kunci : Pendaftaran, Hak Guna Usaha, dan Hak Pengelolaan 
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REGISTRATION OF BUSINESS USE RIGHTS OVER LAND USE 
FOR MANAGEMENT RIGHTS 

AT PT SUMATERA ASIA MANDIRI (SAM) WHICH IS LOCATED 
IN MUARA ENIM DISTRICT 

By : 
Candra Irawan, Muhammad Syaifuddin, Anna Sagita 

 
Land is a part of the earth called the earth's surface, land is one of the objects regulated 
by Agrarian Law. The Basic Agrarian Law is a basic rule that regulates rights to land, 
water and air, so it is very important to plan land use activities in a tertive, effective and 
efficient manner. This research discusses two problem formulations which include how 
to implement the registration of Cultivation Rights  for land use for  management rights 
at PT. Sumatra Asia Mandiri (SAM) Kayu Ara Batu village, Muara Belida District, Muara 
Enim Regency, as well as what kinds of obstacles arise in registering land use rights for 
management rights and what resolution efforts are taken at PT. Sumatra Asia Mandiri 
(SAM) Kayu Ara Batu village, Muara Belida District, Muara Enim Regency. This research 
uses empirical juridical legal research. The result of this research is the implementation 
of registration of PT's Business Use Rights. Sumatra Asia Mandiri (SAM) cannot be 
implemented until now because the Cultivation Rights of PT. Sumatra Asia Mandiri 
(SAM) has not registered a location permit for an oil palm plantation based on 
information from the Head of Kayu Ara Batu Village who checked at the ATR/BPN office 
of Muara Enim Regency, because there is a land dispute which is the customary land of 
the Kayu Ara Batu village community. appears in the registration of land use rights for 
management rights. There is no agreement between PT. Sumatra Asia Mandiri (SAM) 
with farming communities around the location, regarding the provision of plasma 
plantations for communities around the Company's location, so that land registration 
cannot take place yet.  Dispute  resolution adopted by  PT. Sumatra  Asia Mandiri (SAM) 
is to conduct proper and direct deliberations with the Kayu Ara Batu village community,  
represented by the village head and traditional leaders. And the community has made 
a complaint to the Plantation Service through a letter of demand from the Kayu Batu 
village community against PT. Sumatra Asia Mandiri (SAM). 

 
Keywords: Registration, Cultivation Rights, and Management Rights 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah  melrupakan  bagian  dari  bumi  yang  diselbut  pelrmukaan 

bumi, tanah   adalah salah satu  olbjekl  yang diatur ollehl  Hukum Agraria.1 

Undang-Undang Polkolk Agraria melrupakan aturan dasar yang melngatur 

menl  gelnai  tenl tang  hak-hak  atas  tanah,  air,  dan  udara  sehl  ingga sangat 

penl  ting   dilakukan   pelrenl canaan   kelgiatan-kelgiatan   pelnggunaan   atas 

tanah selcara telrtif, elfelktif, dan elfisieln. 

Hak-hak  atas  tanah  telrmasuk  salah  satu  hak  perl        selolrangan  atas 

tanah.2  Hak atas tanah  melrupakan hak yang  belrsifat  privat,  yaitu  suatu 

hak      yang      melmbelri      welwelnang      kelpada      pelmelgang      haknya 

(perl        se lolrangan,    selkellolmpolk    olrang    selcara    belrsama-sama,    badan 

hukum)  untuk  meml akai  dalam  arti  melnguasai,  menl  ggunakan dan atau 

menl           gambil manfaat dari tanah telrse lbut.3 

Bidang   hak-hak   tanah   melmpunyai   tugas   untuk   melmbelrikan 

le lgalitas  hukum  telrhadap  pelnggunaan  dan  pelmilikan  tanah  sehl           ingga 

terl        jamin  adanya  kelpastian  dan  pelrlindungan  hukum  baik  bagi  pihak 

yang berl         sangkutan maupun bagi masyarakat dan Nelgara.4 

1M. Alrbal, Hukum Algrarl      ia l    Indonesial, Jalka lrtal, Sinalr Grafl     ikal, 2015, hall. 7. 
2Urip Salntoso, Hukum Algra lrial    Kajl    ianl  

Medial    Group, 2012, hall. 83. 
3Ibid 

Komprehensif, Jalka lrtal, Kencalna l    Prenalda l  

4All     i Acl  hmald Chomzahl , Seri Hukum Pertalnahl aln III Penyelesa lia ln Sengketa l    Hakl 
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Tanah  ulayat  adalah  tanah  dalam  penl           guasaan  suatus  masyarakat 
 

hukum  adat.5   Tanah  dalam  pelngelrtian  telrselbut  artinya  selbuah  tanah 

yang  selcara  adat  atau  turun  telmurun  tellah  dikuasai  ollelh  masyarakat 

hukum adat yang melndiami wilayah telrkait yakni  kelpala suku, delngan 

kelkuasaan telrselbut, maka masyarakat hukum adat melmanfaatkan tanah 

ulayat   untuk   melmenl uhi   kelbutuhan   hidup   melrekl  a,   melngellolla   selrta 
 

mell      elstarikan ke lle lstarian dari tanah ulayat yang terl        dapat dalam wilayah 
 

kekl  uasaannya   telrsebl ut.   Menl urut  kamus  hukum  tanah  ulayat  adalah 
 

tanah  milik  belrsama  yang  diyakini  selbagai  karunia  dan  pelninggalan 
 

lell      uhur  kelpada  kell      olmpokl  yang  merul  pakan  masyarakat  hukum  adat 
 

sebl            agai unsur pendl  ukung utama kehil  dupan dan pengl  hidupan 
 

kellolmpolk  telrsebl ut  selpanjang  masa.6   Apabila  melrujuk  kepl  ada Pasal 1 
 

angka  1  Pelraturan  Melntelri  Nelgara  Agraria/Kelpala  Badan  Perl        tanahan 
 

Nasiolnal Nolmolr 5 Tahun 1999 Tenl           tang Pedl             omal n Penyl ell      e lsaian Masalah 
 

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka hak ulayat adalah 
 

kewl  elnangan   yang   menl urut   hukum   adat   dipunyai   ollelh   masyarakat 
 

hukum  adat  telrtelntu  atas wilayah terl         telntu  yang  melrupakan lingkungan 
 

para   warganya   untuk   menl           gambil   manfaat   dari   sumberl  daya   alam, 
 

terl        masuk  tanah,  dalamwilayah  telrse lbut,  bagi  kellangsungan  hidup  dan 
 
 
 

 

Altals Ta lnahl daln Seri Hukum Pertanl a lhaln IV Pengalda la ln Talna lh Instalnsi Pemerintahl  
Hukum Pertalna lhaln, Jalkalrta l, Prestasl       i Pustalkal    Publisher, 2002, hall     . 17. 
5Muhaml  ma ld Malrizall     , Pemalnfalalta ln Tanl ahl Ulalya lt Malsya lrakl a lt Hukum Alda lt Untuk 

Kepentinga ln Umum Di Indonsia,l  
Nomor 2, 2022, hall     , 194. 

Jurnall Kajl     ialn danl Penelitianl  Hukum, SINTAl    5 Volume 4 

 
hall. 37. 

6M. Malrwaln daln Jimmy P, Kalmus Hukum, Sura lbalya,l  Reall     ity Publisher, 2009, 
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kehl           idupannya, yang timbul dari hubungan secaral  lahiriah dan batiniah 
 

turun telmurun dan tidak telrputus antara masyarakat hukum adat telrselbut 
 

denl gan wilayah yang belrsangkutan. 
 

Terl         seldianya  tanah  nelgara  adalah  mellalui  pelmbelbasan  hak  atau 
 

pell      elpasan hak  dan kelmudian ditindak lanjuti delngan perl         molholnan hak 

baru   yang   selsuai   delngan   kelpelrluannya  yaitu    tanah  ulayat  telrselbut 

diganti alas haknya melnjadi Hak Guna Usaha  untuk   diberl        ikan   kelpada 

Perl        usahaan  yang  akan  melnanamkan  modl             alnya  di  bidang Perkebll  unan 
 

Kellapa  Sawit,  dan  pada  saat  itu  juga  yang  belrlaku  adalah  Undang- 

Undang Nolmolr  5  Tahun  1960  Telntang  Perl        aturan  Dasar  Polkolk-Polkolk 

Agraria. 

Denl           gan disell      engl  garakanya pendl  aftaran tanah, maka pihak-pihak 
 

yang   belrsangkutan   delngan   mudah   dapat   menl           getahul  i   status   atau 
 

keldudukan  hukum  dari  pada  tanah  terl        tntu  yang  dihadapinya,  leltak, 
 

luas, dan batas-batasnya, siapa yang meml  punyainya dan bebl            an-bebl            an 
 

apa yang ada diatasnya.7 

 
Pellaksanaan pelndaftaran tanah diatur dalam Pelraturan 

 

Peml elrintah  Noml olr  10  Tahun  1961  tenl tang  Pelndaftaran  Tanah  yang 
 

keml  udian diperl        baharui denl  gan  Perl aturan Peml elrintah Nolmorl 24 Tahun 
 

1997 tenl           tang Pelndaftaran Tanah. Pasal 1 angka (1) Peratul  ran 
 

Peml elrintah  Nolmolr  24  Tahun  1997  menl  yelbutkan  bahwa  ”Pelndaftaran 
 
 

 
 

7Effendi Peranl         gin, Hukum Agrl                arl      ial    Indonesial    Suatl     u Telaal        hl             darl      i Sudut Pandanll g 
Prakl        tik Hukum, Jakl         arta,ll Rajl     awl             alil               Pers, 1989, hall     . 95. 
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Tanah  adalah  rangkaian ke lgiatan  yang  dilakukan  ollehl  Peml elrintah 
 

secl  ara telrus    menl elrus, belrkesl inambungan dan    telratur, melliputi 
 

penl           gumpulan, pengl  oll      ahan, pembl  ukuan dan penyl  ajian sertal  
 

peml  elliharaan data fisik dan data yuridis, dalam benl  tuk pelta dan daftar 
 

menl           genl           ai bidang-bidang tanah.”8 

 

Kelpastian  hukum  diberl        ikan  kelpada  pelmegl            ang  hak  atas  tanah, 
 

dalam Pelraturan Peml elrintah Nolmorl 24 Tahun 1997 telntang pelndaftaran 
 

tanah,9   tellah  ditelgaskan  bahwa  selrtipikatmelrupakan  alat  bukti  yang 
 

kuat. Pada Pasal 2 ayat (1) UUPA disebl            utkan bahwa ke lkuasaan Negl            ara 
 

menl  gatur   penl gell      ollaan   fungsi   bumi,   air   dan   ruang   angkasa   selrta 
 

kekl           ayaan alam yang terkandl ung di dalamnya mell      iputi baik tanah-tanah 
 

yang tellah melnjadi hak se lselolrang atau badan hukum maupun terl         masuk 

tanah-tanah yang bellum ada haknya. 

Atas dasar hak melnguasai dari Nelgara selbagai   yang   dimaksud 
 

dalam Pasal 2   UUPA   ditenl           tukan   adanya   macam-macam   hak   atas 
 

perl        mukaan bumi, yang diselbut tanah, yang dapat diberl        ikan kelpada dan 
 

dipunyai ollelh olrang-olrang baik senl           diri maupun belrsama-sama dengl an 
 

olrang lain selrta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah sebl            agai yang 
 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA ialah: 
 

a. Hak milik 
 
 

 
8I Ketut Oktal    Setiawl            aln, Hukum Pendalftalraln Talnalh daln Halk Ta lnggungaln, 

Jalkalrta,l         Sinalr Grafl     ika,l         2019, hall. 13. 
9Ka lrtini Muljaldi daln Gunalwa ln Widjaljal, Seri Hukum Halrtal    Kekalya lanl             Halk-Halk 

a ltals Talnahl , Jakl alrta,l  Kencalnal, 2004, hall. 90-91. 
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b. Hak guna usaha 
 

c. Hak guna bangunan 
 

d. Hak pakai 
 

e. Hak selwa 
 

f. Hak melmbuka tanah 
 

g. Hak melmungut hasil hutan 
 

h. Hak-hak lain yang tidak telrmasuk dalam  hak-hak telrselbut  di 
 

atas yang akan ditetl      apkan denl           gan undang-undang sertal  hak- 
 

hak yang sifatnya selmelntara sebl agai yang disebl  utkan dalam 
 

 
 

Peml 

pasal 53. 
 

berl        ian  jaminan  ke lpastian  hukum  melnge lnai  hak-hak  atas 
 

tanah  bagi  selluruh  rakyat  Indolnelsia,  yang  melnjadi  salah  satu  tujuan 

diundangkannya UUPA dapat telrwujud mellalui dua upaya, yaitu: 

a. Telrseldianya   pelrangkat   hukum   yang   telrtulis,  lenl           gkap,  dan 
 

jell      as yang dilaksanakan  selcara  kolnsisteln selsuai delngan jiwa 

dan kelte lntuan- keltelntuannya. 

b. Pelnyelle lnggaraan pelndaftaran tanah yang meml ungkinkan bagi 
 

pelmelgang  hak  atas tanah untuk delngan  mudah  melmbuktikan 

hak  atas  tanah  yang   dikuasainya,   dan  bagi  pihak  yang 

berl        kelpelntingan,   selpelrti   calonl  pe lmbell      i   dan  calonl  kreditor,l l  

 

untuk   melmperl        oll      elh   kelterl        angan   yang   diperl         lukan melngenl           ai 
 

tanah   yang    me lnjadi   olbjekl  

dilakukan, serl        ta bagi Peml 

pelrbuatan   hukum   yang    akan 

elrintah untuk mellaksanakan 
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kebl            ijaksanaan pertanahan.l   

10 

Menl           urut Pasal 28 UUPA, Hak Guna Usaha adalah hak khusus untuk 

menl           gusahakan   tanah   yang   bukan   miliknya   se lndiri   atas   tanah   yang 

dikuasai  langsung  ollelh nelgara  untuk pelrusahaan perl         tanian,  pelrikanan 

atau  peltelrnakan.  Hak Guna  Usaha  dapat dibelrikan untuk jangka  waktu 

paling lama 25 tahun, kelcuali untuk pelrusahaan yang melmerl        lukan waktu 

yang  lebl             ih  lama  dapat  dibelrikan  Hak  Guna  Usaha  untuk  waktu  paling 

lama    35    tahun,    misalnya    untuk    pelrkelbunan    kellapa    sawit    yang 

merl        upakan tanaman belrumur panjang. Atas pelrmintaan pe lmelgang hak 

dan   delngan   melngingat   keladaan   pelrusahaannya,   jangka   waktu   Hak 

Guna Usaha telrsebl            ut dapat diperl        panjang untuk paling lama 25 tahun.11 

Hak Guna usaha dapat dimiliki ollelh Warga Nelgara Indolnelsia dan 

Badan  Hukum  yang  didirikan  di   Indolnelsia   selrta  belrkedl            uddukan  di 

Indonl  elsia.12 

Hak Guna Usaha ini adalah hak yang khusus untuk me lngusahakan 

tanah  yang  bukan  milik  selndiri  guna  pelrusahaan  perl        tanian,  pelrikanan 

dan peltelrnakan,  Hak Guna  Usaha  ini  hanya  dapat dibelrikan atas tanah 

yang luasanya paling sedl            ikit 5 (lima) helktar.13  Pihak yang dapat melnjadi 

peml  elgang  Hak  Guna  Usaha  ialah  Warga  Nelgara  Indonl  elsia  dan  badan 
 
 
 
 

 

10Urip Salntoso, Pendalftalraln danl  
11Ibid 

 
 
 
 

Perallihaln Halk, Jalkalrtal, Kencanl 

 

 

 

 
a,l 

 

 

 

 
2010, hall. 2. 

12Idal    Ba lgus Kalde Wahl         yu Sudhyatmil  kal    danl             Putu Gede Aryall  Sumerthal    Yasl       a,l  
“Pengalturaln Ha lk Gunal    Usahl         al    Terhadl  
Desa l, Vol.8 No.10 (2022): hall. 2. 

13M. Alrbal, Op.Cit., hall. 103. 

a lp Lalhanl Perkebunanl  di Indonsial.” Jurnall Kerthal  
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hukum yang didirikan melnurut hukum Indonl           esil               a dan berkl edl            udukan di 
 

Indonl  elsia.14  Hak Guna Usaha tidak dapat dipunyai ollehl  olrang asing dan 
 

badan hukum asing. 
 

Syarat-syarat pelmbelrian Hak Guna Usaha, delmikian juga pelralihan 
 

dan  pelnghapusannya  harus  didaftarkan,  penl           daftaran  telrsebutl mell      iputi 
 

kelgiatan: 
 

a. Pelngukuran pelrpeltaan dan pelmbukuan tanah. 
 

b. Pelndaftaran hak-hak atas tanah dan perl        alihannya 
 

c. Pelmberl        ian  surat-surat  tanda  bukti  hak  yang  belrlaku  selbagai 
 

alat peml  buktian yang kuat. 
 

Aspelk   pelnting   yang   harus   dilelngkapi   oll      ehl badan   usaha   yang 
 

menl           gajukan perml  ohl           onanl  Hak Guna  Usaha antara lain dasar perl        oll      ehal  n 
 

hak tanah yaitu apakah belrdasarkan ganti rugi, (ganti rugi / 

pelmbelbasan  /  ruislag  /  nasiolnalisasi   dari   Nelgara)   yang  dibuktikan 

denl gan   dolkumeln   yang   tellah   dilegl  alisasi   ollelh   Noltaris,   kelselsuaian 
 

delngan relncana tata ruang wilayah yang dibuktikan delngan 
 

rekl  olmelndasi  makrol/ mikrol          perl         kelbunan,  dan  kellenl  gkapan  pelrizinan 
 

yang  harus  dimiliki  (AMDAL/Izin  Lingkungan;  Izin  Usaha  Perl        kebl            unan) 
 

dari   Instansi   yang   belrwelnang,   Pelta   Bidang   Tanah   (PBT)   kolrdinat 

nasiolnal,  Akta  Anggaran  Dasar  Pe lrusahaan  untuk  mellihat  ke lse lsuaian 

bidang usaha. 

 
 
 

 

14Ka lrtini Muljaldi daln Gunawl a ln Widjalja,l Op.Cit, hall. 150. 
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Bidang tanah yang diajukan perl        mohl           onanl  Hak   Guna Usaha harus 
 

tidak dalam selngkelta (cle lar and cle lan) dan apabila berl         selngkelta harus 
 

meml  iliki   kelkuatan   hukum   yang   menl  gikat   (inkraht   van   gewl ijsde l) 
 

dan/atau belrita acarapelnyellelsaian musyarawarah. 
 

Hak  Guna  Usaha  telrjadi  karenl           a  pe lnetapl  an  peml eril              ntah,  yaitu 
 

mellakuan  kelputusan  peml  beril              an  hak  oll      ehl  me lnteril  atau  pejl      abat  yang 
 

ditunjuk.   Telrjadinya   hak   atas   tanah   karelna   pelneltapan   pelmelrintah 

diawali  ollelh  pelrmolholnan  pelmbelrian  hak  atas  tanah  atas  tanah  nelgara 

kepl  ada  Kelpala  Badan  Perl        tanahan  Nasiolnal  Relpublik Indonl  elsia  mellalui 
 

Kelpala Kantorl Pelrtanahan Kabupatenl / Kolta selteml  pat.15  Apabila selmua 
 

perl        syaratan yang ditelntukan dalam yang diberl         i pellimpahan 
 

kewl  elnangan   me lnelrbitkan   Surat    Kelputusan   Peml belrian   Hak.    Surat 
 

Kepl            utusan Pembl  eril              an Hak disampaikan kepl            ada peml  oholl  n dan 
 

sell      anjutnya didaftarkan ollelh pelmohl           onl  kepl            ada Kepl            ala Kantorl  
 

Perl        tanahan Kabupateln / Kolta  seltelmpat untuk dicatat dalam Buku Tanah 
 

dan  diterl        bitkan selrtipikat.  Penl           daftaran SuratKepl            utusan  Pembl  eril              an  Hak 
 

(SKPH) menl           andai lahirnya hak atas tanah.16 

 

Hukum  yang  menl            yangkut  pelrtanahan  sangat  pellik,  dari  aspelk 
 

norl        ma hukumnya selndiri selbagian sudah tidak selsuai dngan kelmajuan 
 

jaman (Oul  t ofl  datel), selhingga tidak aplikabell dalam masyarakat. Sulitnya 
 

aplikasi  nolrma  hukum  dalam  masyarakat  bisa  melnimbulkan  dampak 
 

 

15Urip Salntoso, Op. Cit., 2010, hall. 56. 

16Ibid 
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yang sangat luas dan kelras. Kita bisa lihat keljadian yang tragis dari tiap- 

tiap masalah pelrtanahanan dimana-mana, yang melngakibatkan kolrban 

harta    bahkan    jiwa.    Dari    keljadian    delmi    kejl      adian,    pelrmasalahan 

pelrtanahan yang tidak kunjung sellelsai dan damai, dampak sellanjutnya, 

tidak dapat menl            utup kemul  ngkinan lama kell       amaan akan mengl  akibatkan 
 

disintegl            rasi bangsa.17 

 

Jangka Waktu Hak Guna Usaha: 
 

a. Sell      ama 25 tahun dapat dipelrpanjang paling lama 20 tahun. 
 

b. Bila jangka waktu te lrselbut tellah belrakhir dapat dibelrikan hak 

baru.18 

Baik   pelrpanjangan   maupun   pelmbaharuan   Hak   Guna   Usaha, 
 

harus  sudah  diajukan  2  tahun  sebl            ellum  masa  berakhil  rnya   hak.  Dan 
 

apabila   telrnyata   pelngajuanya   telrlambat   secl          ara   otomall  tis   Hak   Guna 
 

Usaha hapus dan tanah kelmbali kelpadaa Nelgara.19 

 
Ruang lingkup bumi melnurut UUPA adalah perl        mukaan bumi, dan 

tubuh  bumi  di  bawahnya  selrta  yang  berl        ada  di  bawah  air,  pelrmukaan 

bumi   selbagai   bagian   dari   bumi   juga   diselbut   tanah,   tanah   yang 

dimaksudkan  disini  bukan  melngatur  tanah  delngan  selgala  aspelknya, 

yaitu  tanah  dalam  penl gelrtian  yuridis  yang  diselbut  hak  penl  guasaan 
 

tanah.20 

 

 
17Muda lkir  Iskalnda lr,  Halk  Gunal      Usalha l      daln  Halk  Gunal       Balngunaln  Sumber  Konflik 

Pertalnalhanl         , Jakl         artal  ,l         Lenteral    Ilmu Cendikia,l        2014, hall     . 18. 
18Ibid 
19Ibid, hall. 19. 
20Urip Salntoso, Hukum Algra lrial     Kaljia ln Komprehensif, Op,Cit hall. 75. 
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Hak pe lnguasaan tanah belrisikan serl        angkaian welwelnang, 
 

kewl  ajiban  dan  atau  larangan  bagi  peml  elgang  haknya  untuk  belrbuat 
 

sesl        uatu  dengl  an  tanah  yang  dihakinya,  hak  pengl  uasaan  tanah  dapat 
 

diartikan juga se lbagai lelmbaga hukum, jika bellum dihubungkan delngan 
 

tanah    terl         telntu    dan    subjelk    telrtenl           tu    selbagai    pelmegl            ang    haknya.21 

 

Penl           guasaan oll       ehl                negl            ara dimaknakan sebl            agai kewnangl an negl            ara untuk 
 

menl  gatur  pelruntukan  dan  pelnggunaan  dari  tanah  telrsebl  ut  selhingga 
 

dapat  melmbrikan  manfaat  yang  selbesl        ar-besarl  nya  bagi  kesjl              ahteraal  n 
 

bagi masyarakat banyak.22 

 
Hak   Pelngelloll       aan   adalah   Hak   Melnguasai   dari   Nelgara   yang 

 

kewl  elnangan pellaksanaanya selbagian dilimpahkan kepl ada 
 

peml  egl            angnya.   Sell      anjutnya   apabila   arti   Hak   Pengl  ell      oll      aan   tersebll  ut 
 

dipahami menl           urut keltentual  n dalam   Peratul  ran  Mentl  eril Agraria Noml  orl  
 

9 Tahun 1965,   maka dapat ditafsirkan   bahwa isi welwenl           ang peml  egl            ang 
 

Hak  Pelngellollaan  terl         selbut  melrupakan  bagian  dan  wujud  welwenl           ang 
 

yang ada pada Hak Menl           guasai dari Negl            ara.23 

 

Dan sell      anjutnya dipasal 8 PP Nol    18 Tahun 2021 melnjell      askan Hak 
 

Penl           gell      oll      aan yang pengl gunaan dan pemal  nfaatan selluruh atau sebl            agian 
 

tanah untuk digunakan selndiri atau di kelrjasamakan denl           gan pihak lain 
 

dapat  dibelrikan  hak  atas  tanah  belrupa  :  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna 
 
 
 
 

 

21M. Alrba,l Hukum Algralria l     Indonesia,l  Op.Cit ha ll. 82. 
22Ibid, hall. 83. 
23Iralwanl  Soerodjo, Hukum Pertalnahl  a ln Halk Pengelola laln Altals Ta lnalh (HPL) Eksistensi 

Pengalturaln, danl             Praktl             ik, Surabal  yal ,l         Lakl         sbanl         g Medialtamal  ,l         2014, hall     . 5. 



11 
 

 

 
 

 

Bangunan, Hak Pakai atas Tanah dan Hak Pelngellollaan. 
 

Sesl  uai   delngan   sifat   dan   fungsinya   kepl  ada   Pelmelgang   Hak 
 

Penl           gell      ollaan   dan   pihak   lain   apabila   ada   bentukl  kelrjasama   dengl  an 
 

pelrjanjian pelmanfaatan tanah. 
 

Dalam  pasal  21  Pelraturan  Pelmerl        intah  Nol      18  Tahun  2021  Tanah 

yang dapat dibelrikan delngan Hak Guna Usaha melliputi: Tanah Nelgara 

dan Tanah Hak Pelngellollaan. 

Sell      anjutnya   dalam   Pasal   23   Pelraturan  Pelmelrintah  Nolmolr  18 

Tahun  2021   melnjellaskan  Hak  Guna   Usaha   di   atas  Hak  Pelngellollaan 

dibelrikan  Hak  ollehl 

Hak Pelngell      oll      aan. 

Melntelri,  belrdasarkan  perl        seltujuan  dari  pelmelgang 

Dalam   rangka   melncapai   selbelsar-belsarnya   kelmakmuran  rakyat 
 

Indolnelsia,  UUPA delngan sepl            eral  ngkat peratul  ran pellaksanaannya 
 

berl        tujuan  untuk  mewl              ujudkan  jaminan kepl            astian hukum  terhadl  ap  hak- 
 

hak  atas  tanah  di   selluruh  wilayah  Indonl  esl ia.  Apabila   dihubungkan 
 

denl           gan    usaha-usaha    Peml  elrintah    dalam    rangka    penataal  n  kembl  ali 
 

penl           ggunaan,  pengl uasaan  dan  pemil  likan  tanah,  maka  pendl aftaran  hak 
 

atas tanah merl        upakan suatu sarana pelnting untuk telrwujudnya kelpastian 
 

hukum di selluruhwilayah  Repl             ublik  Indonell  sia  dan  sekall  igus  turut  sertal  
 

dalam    pelnataan    keml bali penl  ggunaan,   pelnguasaan   dan   pelmilikan 
 

tanah.   dalam   hal   pelnguasaan   dan   pelmilikan   tanah   ini   pelrusahaan 
 

meml  iliki lahan pelrkebl             unan yang mana harus bermil  tra dengl an 
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masyarakat mell      alui CSR berl        dasarkan UU Perl         selrolan.24 

 
Dalam  pelnelrapan  Pelraturan  Melnte lri  Pelrtanian  Nolmolr  26  Tahun 

 

2007 (yang sellanjutnya diselbut Perl        menl  tan) pasal 11 telntang kewl ajiban 
 

meml  bangun  kelbun  untuk  masyarakat  selkitar  paling  renl  dah  selluas  20 
 

perl        senl dari toltal luas areal l kelbun yang diusahakan. Di dalam Perl        melntan 
 

disebl utkan   peml bangunannya   dapat   dilakukan   delngan   polla   kreldit, 
 

gibah   atau   bagi   hasil.   Pelmbangunan   kebl            un   untuk   masyarakat   ini 
 

dilakukan  belrsamaan  delngan  pelmbangunan  kelbun  pelrusahaan  dan 
 

renl           cana  pembl  angunan  kebl             un  untuk  masyarakat  yang  harus  diketahul   i 
 

ollelh Bupati/Walikotl      a. 

Sell      anjutnya  Peml 

 

 
elrintah  melngell      uarkan  Undang-Undang  Nolmolr  5 

Tahun  1960  tenl tang Pelraturan  Dasar  Pokl olk-Polkolk  Agraria  (UUPA), 
 

denl           gan   tujuan   untuk   membl  eril              kan   dasar   hukum   yang   jell      as   bagi 
 

kepl  elmilikan  hak-hak  atas  tanah,  dimana  nelgara  sebl  agai  kekl uasaan 
 

telrtinggi atas rakyat belrkelwajiban untuk; 
 

a. Melngatur dan melnyelle lsaikan perl        untukan, pelnggunaan, 
 

perl        seldiaan danpeml  ell      iharaan bumi, air dan ruang angkasa; 
 

b. Melnenl           tukan dan mengl  atur hubungan-hubungan hukum 
 

antara olrang delngan bumi, air dan ruang angkasa; 
 

c. Melnelntukan dan melngatur hubungan-hubungan hukum 

antara    olrang-olrang   dan  perl        buatan-pelrbuatan  hukum  yang 

 
 

24Ba lchtialr Effendie, Pendalftalraln Talna lh di Indonesial  da ln Peratl     uraln 
Pelalksa lnala lnnyal, Banl         dung All     umni, 1993, hall     . 5 
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menl           yangkut pengl  uasaan bumi, air dan ruang angkasa. 
 

Peml ahaman delmikian belrmakna bahwa nelgara meml iliki 
 

kewl              elnangan  untuk  melngatur  perl        enl           canaan  dan  pell      aksanaan  selkaligus 
 

sebl  agai penl  gawas pelngellollaan,penl  ggunaan, dan peml anfaatan sumbelr 
 

daya alam nasiolnal. 
 

Dalam pelnulisan telsis ini penl           ulis menemull  kan kasus pada 
 

PT.Sumatelra  Asia  Mandiri  (SAM)  yang  meml iliki  selluas  5.000  Hektarl  
 

lahan  Pelrkelbunan  dan  telrleltak  di  dua  Delsa  yang  mana  selluas  2.500 
 

Hekl           tar terll              etakl  di Desal  Putak Kecaml  atan Gell      umbang Kabupatenl  Muara 
 

E lnim yang tellah telrbit izin Hak Guna Usahanya dan 2.500 Helktar telrletl      ak 

di Delsa Kayu Ara batu Kelcamatan Muara Bellida Kabupateln Muara Elnim 

yang bellum telrbit izin Hak Guna Usahanya, dalam hal ini pelnulis terl        tarik 

mell      akukan   penl ellitian   menl  gelnai   Pelndaftaran   Hak   Guna   Usaha   atas 
 

Penl ggunaan  Tanah   untuk   Hak  Penl gell      ollaan  pada   PT.   Sumatelra   Asia 
 

Mandiri  (SAM)  yang  Telrleltak di  Delsa  Kayu  Ara  Batu  Kelcamatan Muara 

Bell       ida Kabupateln Muara Elnim, Tellah mellakukan Pelndaftaran Hak Guna 

Usaha di Kelmelnte lrian ATR/BPN yang dilakukan ollehl  PT. Sumateral  Asia 
 

Mandiri   (SAM)   telrhambat   karenl           a   mengl  alami   masalah   di   lapangan 
 

denl           gan   Masyarakat   Desal  Kayu   Ara   Batu   Kecaml  atan   Muara   Bell      ida 
 

Kabupateln Muara Elnim telntang pelngell      ollaan tanah. Tanah yang dikellolla 
 

ollelh  PT.Sumaterl        a  Asia  Mandiri  (SAM)  sebl             esarl  5.000  Hektarl  terdl apat 
 

senl  gketl      a lahan sebl elsar lelbih kurang 400 Helktar, hingga sampai saat ini 
 

Hak Guna Usaha pada PT. Sumatelra Asia Mandiri (SAM) bellum telrbit Izin 
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Hak Guna Usahanya. 
 

Tanah Hak Guna Usaha tidak dapat diubah melnjadi Selrtifikat Hak 

Milik  karelan  status  kelpelmilikan  tanah  adalah  milik  Nelgara,  karelna  itu 

segl  ala    belntuk    pebl ataan    kelmbali,    pelnggunaan,    peml  anfaatan   dan 
 

kepl  elmilikan   tanah   telrsebl ut   akan   menl jadi   kelwelnangan   Kelmelntrian 
 

ATR/BPN. 
 

Maka  pelrusahaan  harus  meml  enul  hi  perjl              anjian  yang  tell       ah  dibuat 
 

antara  Masyarakat  dan  PT.  Sumatrerl         a  Asia  Mandiri  (SAM)  yang  mana 

masyarakat    wajib    melnelrima    pelrkelbunan    plasma    dari    pihak    PT. 

Sumaterl        a    Asia    Mandiri    (SAM)     sell      uas    400    Helktar     yang    mana 

pelruntukanya   200   Helktar   untuk   Delsa   Putak   kecl          amatan   Gellumbang 

Kabupateln   Muara   Elnim   dan  200   Helktar   untuk   Delsa   Kayu   Ara   Batu 

Kecl  amatan  Muara  Bell      ida  Kabupatenl  Muara  Elnim,  dan  peml buataanya 
 

harus di dalam lolkasi Hak Guna Usaha PT. Sumatelra Asia Mandiri (SAM). 
 

Belrdasarkan  latar  bellakang,  penl           ulis  tertaril  k  untuk  mell      akukan 
 

penl           ell      itian dengl an judul “Pendaftaran Hak Guna Usaha Atas 
 

Penggunaan Tanah Untuk Hak Pengelolaan Di PT Sumatera Asia 

Mandiri (SAM) Yang Terletak Di Desa Kayu Ara Batu, Kecamatan 

Muara Belida Kabupaten Muara Enim” 

B. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana   impleml  enl tasi   Pelndaftaran   Hak   Guna   Usaha   atas 
 

penl  ggunaan  tanah  untuk  hak  penl gellollaan  pada  PT.  Sumatelra 
 

Asia Mandiri (SAM) Delsa Kayu Ara Batu Kecl           amatan Muara Bell      ida 
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Kabupateln Muara Elnim ? 
 

2. Bagaimana  belntuk  hambatan  yang  muncul  dalam  Penl           daftaran 
 

Hak    Guna    Usaha    atas    tanah    untuk    hak    Pelnge llollaan    dan 

bagaimanakah   upaya   pelnyellelsaian   yang   ditelmpuh   pada   PT. 

Sumatra  Asia  Mandiri  (SAM)  Delsa  Kayu  Ara  Batu  Kelcamatan 

Muara Be llida Kabupateln Muara Eln 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1. Tujuan Penelitian 
 

Belrdasarkan Perl        masalahan yang dikeml 

im ? 

 
 
 

 
ukakan di atas, maka tujuan 

 

pelnell      itian ini adalah : 
 

1. Untuk mngtahui implelmelntasi Pelndaftaran Hak Guna Usaha atas 
 

Penl ggunaan tanah untuk hak penl gellollaan pada PT. Sumatra Asia 
 

Mandiri  (SAM)  Delsa  Kayu  Ara  Batu  Kelcamatan  Muara  Bellida 
 

Kabupatenl                Muara Enil  m. 
 

2. Untuk   melnganalisis   benl           tuk    hambatan   yang    muncul    dalam 
 

Pndaftaran  Hak  Guna  usaha  atas  pelnggunaan  tanah  untuk  hak 
 

penl           gelloll      aan    dan    bagaimanakah    upaya    penyl  ell      esail  an    yang 
 

diteml puh  pada  PT.  Sumatra  Asia  Mandiri  (SAM)  Desal  Kayu  Ara 
 

Batu Kelcamatan Muara Bell      ida Kabupateln Muara Elnim. 
 

3. Manfaat Penelitian 
 

a. Manfaat Teoritik 
 

Hasil   pelnelliitian   ini   diharapkan   untuk   melnambahkan   ilmu 

penl           geltahuan  hukum  selcara  umum,  terl        utama  dibidang  pelndidikan 
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dan  civitas  akadelmika  Magisterl 
 

Kenl  
 

oltariatan,  dan  dapat  melnjadi 
 

masukan  dalam  rangka  pelnelrapan  ilmu  hukum  Agraria  khususnya 

Hukum Tanah. 

b. Manfaat Praktis 
 

Secl  ara  praktis  peml bahasan  telrhadap  pelnellitian  ini  nantinya 
 

diharapkan dapat  melmbelrikan  penl           je llasan  dan  bahan  masukan 
 

peml  ikiran dan informal  si  bagi  penul  lis se lndiri  dan kepl            ada  instansi 
 

telrkait, pihak lainnya khususnya untuk : 
 

1. PT (Pelrselrolan Telrbatas) 
 

Dapat    melnjadi    masukan    me lngelnai    tanggung    jawab 
 

Perl        selrolan   Telrbatas   selrta   meml berl        ikan   edl ukasi  hukum 
 

yang akan timbul pada Pelrselroal           n Te lrbatas. 
 

2. Masyarakat 
 

Diharapkan dapat melmberl        ikan infolrmasi kelpada 
 

masyarakat agar dapat menl           getahul  i hak dan kewajl  ibanya. 
 

3. Kelmelntrian ATR/BPN 
 

Diharapkan dapat melmbantu Keml  entelrl ian ATR/BPN untuk 
 

melningkatkan ke lhati-hatian dalam pelnerl        bitan dan 

pelnerl        apan Hak Guna Usaha. 

D. Kerangka Teori 
 

Kerl        angka  Telorl        i  adalah  kelrangka  pe lmikiran  menl           genail  butir- 
 

butir penl  dapat-pelndapat, telolri menl gelnai suatu pelrmasalahan yang 
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26Soeroso,  Pengalntalr Ilmu Hukum, Jakl          alrtal,  Sinalr Gralfikal, 2011, ha ll. 23. 

 

 

 
 

 

menl           jadi perl        bandingan dan pegl            angan teorill  tis.25 
 

1. Grand Theory: Kelpastian Hukum 
 

Kepl  astian   hukum   melnurut   Jan   Michiell   Olttol               menl  delfelnisikan 
 

sebl  agai kelmungkinan bahwa dalam situasi te lrtelntu: 
 

a. Terl         seldia   aturan   -aturan   yang   jellas   (jelrnih),   konl  

 

 
siste ln   dan 

 

mudah dipelrollehl           , diterbl  itkan oll      ehl  dan diakui karelna 
 

(kekl           uasaan) nagara. 
 

b. Instansi-instansi  pelnguasa  (pelmelrintah)  melnelrapkan  aturan- 
 

aturan  hukum  telrselbut  se lcara  konl            sistenl  dan  juga  tunduk  dan 
 

taat ke lpadanya. 
 

c. Warga selcara prinsipil menl  

 

 
yelsuaikan pelrilaku melrelka 

 

telrhadap aturanaturan telrselbut. 
 

d. Hakim-hakim   (perl        adilan)   yang   mandiri   dan   tidak   belrpikir 
 

menl           erapl  kan  aturan-aturan  hukum  telrsebl            ut  secaral  konsil  stenl  
 

selwaktu melrelka melnyellesl        aikan selngketal  hukum. 
 

e. Kepl            utusan pelradilan secl          ara kolnkrit dilaksanakan.26 

 

Menl  urut   Sudiknol           Melrtukusumo,l kelpastian   hukum   melrupakan 
 

sebl  uah  jaminan  bahwa  hukum  telrsebl  ut  harus  dijalankan  delngan  cara 
 

yang  baik.  Kelpastian  hukum  melnghelndaki  adanya  upaya  pelngaturan 

hukum   dalam   pelrundang-undangan   yang   dibuat   oll       elh   pihak   yang 

berl        welnang dan berl        wibawa, se lhingga aturan-aturan itu me lmiliki aspelk 

 

25  M. Solly Lubis, 1994, Filsafl    atl         Ilmu Danl             Penelitianl         , Banl         dung, Mandal  rl           Majl     u, hal.l 
79. 
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28  Urip Salntoso, Op.Cit., hall. 74. 

 

 

 
 

 

yuridis yang dapat melnjamin adanya kelpastian bahwa hukum belrfungsi 

sebl            agai suatu perl         aturan yang harus ditaati.27 

Dalam telolri kelpastian hukum, te lolri ini digunakan untuk 
 

meml  berl        ikan jaminan hukum telrhadap Pelrserl oal  n Telrbatas (PT), 
 

Masyarakat,   Kantolr   ATR/BPN,   karelna   dalam   mellakukan   hal   yang 
 

menl  yangkut hak dan kelwajiban harus adanya kepl astian hukum. 
 

2. Middle Range Theory: Hak Pelnguasaan Atas Tanah 
 

Menl  urut   Boel ldi   Harsolnol,   penl guasaan  tanah  dapat  dibagi 
 

menl  jadi  dua  aspekl ,  yaitu  aspelk  yuridis  dan  aspelk  fisik.  Pelnguasaan 
 

tanah  selcara   yuridis  dilandasi   ollelh 

hukum dan umumnya melmbelrikan kewl  

suatu   hak  yang   dilindungi   ollelh 

enl           angan kelpada pelmelgang hak 

untuk melnguasai tanah telrselbut selcara fisik. 
 

Menl  urut  Urip  Santosl ol          penl gaturan  hak-hak  pelnguasaan  atas 
 

tanah dalam Hukum Tanah dibagi me lnjadi dua, yaitu28: 
 

a. Hak pelnguasaan atas tanah selbagai lelmbaga hukum. 
 

Hak pelnguasaan tanah ini bell      um dihubungkan delngan tanah 
 

dan  olrang  atau  badan  hukum  te lrtelntu  selbagai  peml  egl            ang 
 

haknya. 
 

b. Hak pelnguasaan atas tanah selbagai hubungan hukum yang 
 

konl           krelt. Hak pengl  uasaan atas tanah ini sudah dihubungkan 
 

denl gan  tanah  telrte lntu  sebl agai  olbyekl nya  dan  olrang  atau 
 

 
27Alsikin zalinall     ,  Pengalntalr Taltal    Hukum Indonesia,l  

2012, ha ll. 40. 
Jalkalrta,l  Raljawl  alli Press, 
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badan   hukum   telrtelntu   sebl            agai   subyekl  atau   peml  egl            ang 
 

haknya. 
 

Dalam   pelnellitian   ini,   telolri   pelnguasaan   atas   tanah   digunakan 
 

sebl            agai  hubungan  hukum  bagi  peml  egl            ang  hak-haknya  sertal larangan 
 

bagi   pelmelgang   hak   untuk   belrbuat   sesl  uatu   menl gelnai   tanah   yang 
 

dimiliki. 
 

3. Applied Theory: 
 

a. Telolri Pelrlindungan Hukum 
 

Denl           gan  hadirnya  hukum  dalam  ke lhidupan  bermal  syarakat, 
 

berl        guna untuk melngintelgrasikan dan menl            gkolordl  inasikan 
 

kepl  elntingan-kepl  elntingan yang biasa belrtenl tangan antara satu sama 
 

lain. Maka dari itu, hukum harus bisa menl           gintegl            rasikannya se lhingga 
 

benl turan-be lnturan kepl elntingan itu dapat ditelkan selminimal 
 

mungkin.   Delngan   kata   lain   perl         lindungan   hukum   se lbagai   suatu 

gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  kolnselp  dimana  hukum  dapat 

meml  belrikan suatu keladilan, kelterl        tiban, kepl astian, kelmanfaatan dan 
 

keldamaian. 
 

Menl  urut Satijiptol  Raharjo,l pelrlindungan hukum adalah 
 

meml  berl        ikan   penl gayoml  an   telrhadap   hak   asasi   manusia   (HAM) 
 

yang    dirugikan    orl        ang    lain    dan    perl        lindungan    itu    di    belrikan 

kelpada masyarakat agar dapat melnikmati selmua hak-hak 

yang   dibelrikan   ollehl  hukum.   Hukum   dapat   difungsikan   untuk 
 

mewl              ujudkan   pelrlindungan   yang   sifatnya   tidak   sekedll  ar   adaptif 



20 
 

 

 
 

 

dan   flekl           sibell       ,   mell      ainkan   juga   predl            iktif   dan   antisipatif.   Hukum 
 

dibutuhkan   untuk   merl        e lka   yang   lelmah   dan   bell      um   kuat   selcara 
 

solsial, elkolnolmi dan pollitik untuk me lmpe lrollehl keladilan sosl ial.29 

 

Menl           urut pendl  apat Phillipus M. Hadjonl  bahwa 
 

pelrlindungan hukum bagi rakyat selbagai tindakan pelmelrintah yang 
 

belrsifat prelvelntif dan relpresl  if. Pelrlindungan hukum yang prevl  elntif 
 

berl        tujuan untuk melncelgah te lrjadinya selngkelta, yang menl           garahkan 
 

tindakan peml  elrintah bersil  kap hati-hati dalam pengl  ambilan 
 

kepl            utusan  berl        dasarkan  diskresil              ,  dan  perll               indungan  yang  reprelsl
 if 

 

berl        tujuan   untuk   melnyell      elsaikan   terl        jadinya   selngkelta,   terl        masuk 

pelnangananya di lelmbaga pelradilan.30 

Dalam telolri ini, pelrlindungan hukum digunakan untuk Masyarakat 
 

yang  leml  ah  dibidang  hukum  dan  membl  ell      a  hak-hak  Masyarakat 
 

yang wajib merl        ekl           a teril              ma. Khususnya dalam penelll  itian ini 
 

Masyarakat  Delsa  Kayu  Ara  Batu  wajib  melndapatkan  pelrkelbunan 

Masyarakat (plasma) dari PT. Sumaterl         a Asia Mandiri 

b.Telolri Pelnyellsaian Selngkelta 
 

Menl           urut Nurnaningsih Amriani, sengl  kelta merul  pakan 
 

perl        sellisihan yang telrjadi antara para pihak dalam perl         janjian karelna 

adanya  wanprelstasi  yang  dilakukan  ollelh  salah  satu  pihak  dalam 

 
 

29Soerjono Soekalnto, Pengalntarl  
hall.133. 

Penelitialn Hukum, Jalkalrta l, Ui Press, 1984, 

30Phillipus  M.  Haldjon,  Perlindunganl               Hukum  Bagl  
Bina l    Ilmu, 1987, ha ll. 29. 

i  Ralkya lt  Indonesial,  Suralba lyal, 
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pelrjanjian terl        selbut.31 

 

Senl           gketal  adalah  kondl  isi  dimana  ada  pihak  yang  merasal  
 

dirugikan oll      elh pihak lain, yang kelmudian pihak telrselbut 
 

menl  yampaikan keltidakpuasan terl sebl  ut kelpada pihak keldua. 
 

Apabila   suatu   konl disi   me lnunjukkan  pelrbeldaan  penl  dapat,  maka 
 

terl        jadilah  apa  yang  dinamakan  selngkelta  telrselbut.  Dalam  kolntelks 
 

hukum khususnya hukum kolntrak, yang dimaksud denl           gan sengl  kelta 
 

adalah  pelrsellisihan  yang  telrjadi  antara  para  pihak  karelna  adanya 
 

pell      anggaran  telrhadap  ke lsepl            akatan  yang  tell      ah  dituangkan  dalam 
 

suatu    kolntrak,    baik    selbagian    maupun    kelselluruhan.    Sehl           ingga 
 

denl           gan  kata  lain  tell      ah  terjl              adi  wanprestasil oll      ehl  pihak-pihak  atau 
 

salah  satu  pihak,  karelna  tidak  dipelnuhinya  kewl              ajiban  yang  harus 
 

dilakukan   atau   dipenl            uhi   namun   kurang   atau   belrlebl            ihan   yang 
 

akhirnya menl           gakibatkan pihak satunya dirugikan.32 

 
Me lnurut   Frans   Helndra   Winarta   dalam   bukunya   yang 

 

berl        judul Hukum Pelnyellelsaian Senl            gketal  me lngatakan bahwa litigasi 
 

merl        upakan   penl yellelsaian   selngketl      a   se lcara   konl  velnsiolnal   dalam 
 

dunia bisnis sepl            ertil  dalam bidang perdl  agangan, pelrbankan, proyl           ekl  
 

pelrtambangan, minyak dan gas, elnelrgi, infrastruktur, dan 
 

sebl  againya. Prolsels litigasi menl elmpatkan para pihak saling 
 
 
 
 

 

31Nurnalningsih  Almrialni,  Medialsi  Allternaltif  Penyelesail    aln  Sengketal       Perdaltal       di 
Pengaldilanl         , Jakarta,lll  Rajall  Gralfindo Persadal ,l        2012, hall     . 13. 

31 Ibid, hlm. 12 
32  Ibid, hall. 12 
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berl        lawanan satu sama lain. Sellain itu, penl            yell       esail  an selngketal  se lcara 
 

litigasi melrupakan sarana akhir (ultimum relmidium) seltellah upaya- 

upaya alterl        natif penl           yell      esl        aian selngkelta tidak melmbuahkan hasil.33 

Rachmadi Usman melngatakan bahwa sellain mell      alui litigasi 
 

(penl  gadilan), penl  yellelsaian selngkelta juga dapat    disellelsaikan 
 

mell      alui jalur nonl           -litigasi (di luar pengl  adilan), yang biasanya disebl            ut 
 

denl gan    Altelrnativel               Disputel               Resl  ollutioln    (ADR)    di    Amelrika,    di 
 

Indonl  esl ia biasanya diselbut delngan Altelrnatif Pelnyelle lsaian 
 

Senl           gketl      a (se llanjutnya dise lbut APS).34 

 

Deal  n G Pruitt dan Jelffrely Z. Rubin melngeml  ukakan selbuah 
 

teol           ril  tental ng  penyl  ell      esail  an  sengl  ketl       a.  Ada  5  (lima),  yaitu:  Pertamal  , 
 

conl  telnding  (belrtanding),  yaitu  menl  colba  menl elrapkan  suatu  sollusi 
 

yang  lelbih  disukai  ollelh  salah  satu  pihak  atas  pihak  yang  lainnya. 
 

Kedl  ua, yiellding (melngalah), yaitu menl  urunkan aspirasi selndiri dan 
 

berl        seldia  menl elrima  kekl urangan  dari  yang  selbeltulnya  diinginkan. 
 

Ketl      iga,   prolblelm   sollving   (pelmelcahan   masalah),   yaitu   melncari 

altelrnativel     yang melmuaskan dari keldua bellah pihak. Kelelmpat, with 

drawing (melnarik diri), yaitu melmilih menl            inggalkan situasi 
 

senl           gketa,l  baik  secaral  fisik  maupun  psikoll      ogl            is.  Kell      ima  in  actioln 
 
 
 
 
 

33Fralns   Hendral          Winalrtal,   Hukum   Penyelesail    a ln   Sengketal          Alrbitralse   Nalsionall 
Indonesial    daln Internasl      iona ll. Jakl         artal  ,l         Sinarl           Grafl     ika,l         2012, hall     . 1-2. 

34Racl  hmaldi  Usmanl i,  Medialsi  di  Pengaldilanl Da lla lm  Teori  daln  Pralktik,  Jalkalrtal, 
Sinalr Gralfika,l         2012, hall     . 8. 
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(diam), yaitu tidak mellakukan apa-apa.35 

 
Dalam  telolri  ini  pelnyellelsaian  selngkelta  belrmanfaat  untuk 

mell      indungi  rakyat  agar  hak  dan  kelwajibanya  telrpelnuhi  dan  untuk 

menl  celgah   tidak   telrjadi   gesl ekl an   antara   Masyarakat   delngan   PT. 
 

Sumatelra Asia Mandiri (SAM). 
 

E. Definisi  Konseptual 
 

Kerl        angka Kolnselptual dalam Penl           ell      itian ini antara lain: 
 

a. Pelndaftaran Tanah 
 

Melnurut Boel ldi Harsonl ol  penl daftaran tanah adalah suatu 
 

rangkaian   kelgiatan   yang   dilakukan   oll      elh   Nelgara/Pelmerl        intah 
 

secl  ara telrus me lnelrus dan telratur, belrupa penl  gumpulan 
 

ketl      erl        angan  atau  data  telrtelntu  melngelnai  tanah-tanah  telrte lntu 

yang ada di wilayah-wilayah terl        telntu, pelngollahan, 

penl           yimpanan,   dan   penyl ajiannya   bagi   kepl             entil  ngan   rakyat, 
 

dalam rangka melmbelrikan jaminan kepl            astian hukum di bidang 
 

pelrtanahan, telrmasuk penl           erbl  itan tanda buktinya dan 
 

peml  ell      iharaannya.36 

 

b. Hak Guna Usaha 
 

Hak  Guna  Usaha  adalah  hak  untuk  melngusahakan  tanah  yang 
 
 
 
 

35  Dealn G Pruitt daln Z. Rubin, Konflik Sosiall    , Yogyakl         alrtal, PustalkalPelajl     alr, 2004, 
hall. 4-6. 

 

36  Boedi Halrsono, Hukum Algra lrial    Indonesia,l Sejalra lh Pembentukaln Undanl g-Undanl         g 
Pokok Agl ra lria,l Isi Daln Pelakl salna lanl  nyal, Jilid I, Edisi Revisi, Cetalkaln Kesebelals, Jalkarl      tal, 
Dja lmba ltaln, 2007, hall.72. 
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dikuasai  langsung  olle lh  Nelgara,  dalam  jangka  waktu  telrtelntu 
 

sebl            agaimana yang diatur mell      alui pasal 29 UUPA. 
 

c. Hak Pelngelloll      aan 
 

Sell      ain  kelpada  Pelmelrintah  Daerl        ah  dan  masyarakat-masyarakat 

hukum  adat,  pellimpahan  pellaksanaan  selbagian  kelwe lnangan 

Negl            ara tersl  ebl            ut dapat juga dilakukan kepl             ada apa yang disebl            ut 
 

Badan-badan    Oltorl        ita,    pelrusahaan-pelrusahaan    Nelgara    dan 

pelrusahaan-pelrusahaan Daerl         ah, delngan pelnguasaan atas tanah- 

tanah  telrtelntu  delngan  apa  yang  dikelnal  delngan  selbutan  Hak 

Penl           gell      oll      aan.37 

d. Pelrselroal          n Telrbatas (PT) 
 

Perl        selrolan   Telrbatas   (PT)   adalah   suatu   badan   hukum   yang 

didirikan  belrdasarkan  pelrjanjian,  mellakukan  kelgiatan  usaha 

denl           gan modl            al dasar yang sell      uruhnya telrbagi dalam saham dan 
 

melmelnuhi pelrsyaratan yang diteltapkan dalam Undang-Undang 

ini serl        ta pelraturan plaksanaanya.38 

e. Kantolr ATR/BPN 
 

Kelmelnte lrian   Agraria   dan   Tata   Ruang   /   Badan   Pelrtanahan 

Nasiolnal    (disingkat   ATR/BPN)    adalah    lelmbaga   pelmelrintah 

nonl           keml  elntelrian di Indonel l  sia yang mempl  unyai tugas 
 
 
 

 

37  Boedi Halrsono,  Hukum Agl ralria l    Indonesia,l Sejalra lh Pembentukaln Undalng- 
Undanl  g Pokok Algralria l, Isi Daln Pelalksa lnalanl nya,l  Jilid I, Hukum Talnahl Nalsiona ll, Jakl alrta l, 
Universitals Trisalkti, 2013, hall. 275. 

38Sentosal    Sembiring, Hukum Perusalhaal  
Ba lndung, 2011, hall. 12. 

 
ln Tentalng Perseroaln Terbaltals, 
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mell      aksanakan tugas pelmelrintahan di bidang Pelrtanahan selsuai 

denl           gan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

F. Metode Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Penl ellitian yang digunakan adalah jenl  is pelnell      itian hukum yuridis 
 

elmpiris,   penl  ell      itian   elmpiris   ini   telrmasuk   risetl  yang   banyak 
 

dilakukan  ollelh  kajian  ilmu-ilmu  solsial  terl         hadap  hukum  selbagai 

geljala   atau   fenl           oml  elna   yang   dapat   diamati.39    Yakni   pelnellitian 

dilakukan delngan cara melndapatkan data delngan wawancara dan 

olbsevl          asi      telrhadap      peljabat      Kantolr      PT.      Sumatelra      Asia 

Mandiri(SAM)   dan   BPN/Kantolr   Pelrtanahan   Kabupateln   Muara 

E lnim,  Kelpala  Delsa  Kayu  Ara  Batu,  dan  Warga  Masyarakat  Delsa 

Kayu  Ara  Batu,  dalam pelnellitian ini  data  yang digunakan adalah 

data Primerl        , data Sekl           undelr, dan data telrsielr. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Penl ulis dalam pelnell      itian ini mellakukan penl  delkatan antara lain : 
 

a. Pelndekl           atan Perul  ndang-Undangan 
 

Penl           dekatal  n   ini   pada   dasarnya   dilakukan   dengl  an   menl           ell       aah 
 

seml  ua  peratul  ran  pelrundang-undangan  yang  bersangl kut  paut 
 

denl           gan   pelrmasalahan   (isu   hukum)   yang   sedl            ang   dihadapi, 
 

penl  delkatan   ini   melrupakan   penl ellitian   yang   menl  gutamakan 
 
 

 
 

39Irwalnsyalh, Penelitialn Hukum Pilihanl             Metode danl              Praktl             ik Penulisanl             Alrtikel 
(Edisi Revisi), Malkalssa lr, Mirral    Bua lnal    Medial,  2021, hall. 43. 
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bahan   hukum   yang   belrupa   perl        aturan   pelrundang-undangan 

sebl            agai bahan acuan dasar dalam mellakukan pelnell      itian.40 

b. Penl           dekatal  n Konsl  epl            tual 
 

Penl delkatan  ini  belranjak  dari  pandangan  dan  dokl  trin yang 
 

berl        kelmbang  di  dalam  ilmu  hukum.41  Pelndelkatan   kolnselptual 
 

merl        upakan  jelnis  pe lndelkatan  dalam  penl           ell      itian  hukum  yang 
 

meml  belrikan sudut pandang analisis penl yell       elsaian 
 

perl        masalahan   dalam   pelnell      itian   hukum   dilihat   dari   aspelk 
 

konl  selp-konl  sepl  hukum    yang    mell       atari    bell      akanginya,    atau 
 

bahkan  dapat  dilihat  dari  nilai-nilai  yang  telrkandung  dalam 

penl           orl         maan selbuah pelraturan kaitanya delngan kolnselp-kolnsepl  

yang  digunakan,  selbagian  besl        ar  jnis  pendl  katan  ini  dipakai 
 

untuk    melmahami    kolnselp-kolnselp    yang    belrkaitan    delngan 
 

penl           ormal  an  dalam  suatu  perul  ndang-undangan  apakah  tellah 
 

sesl        uai   dengl  an   ruh   yang   terkandl  ung   dalam   konsepl l  -kolnsepl  
 

hukum yang melndasarinya.42 

 
3. Jenis dan Sumber Penelitian 

 
a. Data Primer 

 
Data  Primerl        ,  yaitu  data  yang  langsung  dikumpulkan  ollelh dari 

sumbe lr pelrtamanya. Data ini dilakukan delngan cara 

penl           gumpulan    data    dengl  an    wawancara    kepl            ada    Informal  n. 
 
 

40Ibid, hall. 133. 
41Ibid, hall. 147. 
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44Ibid 

 

 

 
 

 

Wawancara  merl         upakan  pelrteml  uan  dua  orangl  untuk  belrtukar 
 

infolrmasi    dan    idel               mellalui    tanya    jawab,    sehl           ingga    dapat 
 

dikolnstruksikan makna dalam suatu topl            ik tertl              entu.l   

43 

Bahan   hukum   primelr   merl        upakan   bahan   hukum   yang 

menl           gikat  dan  bersil  fat  autoril               tatif  artinya  mempl  unyai  otorill  tas. 

Adapun bahan hukum primelr dalam pelnellitian ini melliputi: 

1. Undang-Undang   Nolmolr   5   Tahun   1960   telntang   Pelraturan 

Dasar Pokl           ok-l  Pokl           okl               Agraria. 

2. Undang-Undang    Jabatan    Notl      aris    Noml  orl  2    Tahun    2014 

Tenl  tang  Pelrubahan Atas Undang-Undang   Noml  orl  30 Tahun 

2004 Telntang Jabatan Noltaris. 

3. Undang-Undang Nolmolr 39 Tahun 2014 telntang Pelrkelbunan. 

4. Pelraturan Pelmelrintah Noml orl  24 Tahun 1997 telntang 

Pelndaftaran Tanah. 

5. Pelraturan  Peml erl        intah  Noml olr  40  Tahun  1996  telntang  Hak 

Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 

6. Pelraturan Melntelri Negl            ara Agraria/Kepl             ala Badan Pertanahanl 

Nasiolnal     Nolmolr     3     Tahun     1999     telntang     Pell      impahan 

Kelwelnangan     Pelmbelrian     dan     Pelmbatalan     Kelputusan 

Peml berl        ian Hak Atas Tanah Nelgara.44 

43Fenti Hikmalw 
2017,  hall. 83. 

alti, Metodologi Penelitianl , Balndung, Raljal    Gralfindo Persalda l, 
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46  Ibid., hall. 42. 

 

 

7. Perl        aturan Melntelri Nelgara Agraria/Kelpala Badan Pelrtanahan 

Nasiolnal Nolmolr 9 Tahun 1999 telntang Tata Cara Pelmbelrian 

dan     Pelmbatalan     Hak     Atas     Tanah     Nelgara     dan     Hak 

Pelngellollaan. 

b. Data Sekunder 

Melnurut Sugiyolnol, melnyatakan bahwa data skunderl            yaitu sumberl  

data  yang  tidak  langsung  meml  brikan  data  kepl ada pngumpul 

data.   Data   skundelr   dalam   pelnellitian   ini   diperl         ollh   dari   buku 

relfelrelnsi, jurnal penl            ell      itian, intelrnetl           dan lain-lain.45  Data skunderl  

dibagi melnjadu tiga bahan hukum yaitu : 

Bahan hukum selkundelr melrupakan bahan hukum yang 

melmbelrikan   pelnjellasan   menl           genail  bahan   hukum   primerl         46dan 

dapat  melmbantu  melmahami  bahan  hukum  primelr  selpelrti  buku, 

jurnal,    artikell,    majalah,    dan    sumbe lr    lain    yang    melndukung 

pelnellitian. 

1. Bahan Hukum Primerl 
 

2. Bahan Hukum Skundelr 
 

3. Bahan Hukum Telrsielr 
 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 
 

Melngelnai alat pelngumpul data, penl ulis menl ggunakan studi 
 

dolkumeln  Studi  dolkumeln  merl        upakan  suatu  alat  pelngumpulan  data 
 

 
 

45Jose Beno, Dalmpalk Pa lndemi Covid-19 Paldal    Kegiatl     anl  
Salintek Marl      itim, Volume 22, 2022, hall.121. 

Ekspor Impor, Jurnall 
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49  Ibid., hall. 6. 

 

 

 
 

 

yang  dilakukan  mell       alui  data  terl        tulis  delngan  mellakukan  analisa  isi 
 

(conl          te lnt analysis).47 Contl  entl analysis adalah teknil  k untuk 
 

melnganalisa tulisan/dolkumeln delngan cara melngidelntifikasi selcara 

sistelmatik ciri/karaktelr dan pe lsan/maksud yang terl        kandung dalam 

tulisan/dolkumeln.48    Dolkumeln   yang   digunakan   adalah   dolkumenl            - 
 

dokl           umenl              yang berl        kaitan dengl  an pelndaftaran tanah, tanah Hak Guna 
 

Usaha, dan pelrkelbunan. Pelnulis juga mellakukan wawancara delngan 

narasumberl        ,  yang  digunakan  untuk  me llelngkapi  dan  melndukung 

data yang telrkumpul.49 

5. Teknik Pengelolaan Penelitian 
 

Penl gumpulan   bahan   pelnellitian   ini   adalah   menl  ggunakan   studi 
 

Pustaka,    yaitu    bahan    pustaka    yang    pelrollelh    dari    Pelraturan 

Perl        undang-Undangan,    Buku    Hukum,    Artikell,    Intelrnelt,    kamus 

Hukum, Telsis dan relfelrelnsi lainnya. 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 
 

Berl         dasakan    sifat    pelnellitian    ini    yang    melnggunakan    metl      oldel  

 

penl  ellitian   Desl kriptif   Analisis,   analisis   data   yang   dipelrgunakan 
 

adalah meltolde l     pelndelkatan kualitatif telrhadap data primelr dan data 

selkundelr. De lskriptif telrselbut, melliputi isi dan struktur hukum polsitif, 

yaitu  kelgiatan  yang  dilakukan  ollehl  penul  lis  untuk  menenll  tukan  isi 
 
 

 
47  Ibid., hall. 21. 
48   Sri  Malmudji,  et  all.,  Metode  Penelitialn  daln  Penulisaln  Hukum,  Jalkalrta l,  2017, 

Publisher hall. 30. 
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atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 
 

melnyellelsaikan perl        masalahan hukum yang menl           jadi objl  ekl               kajian.50 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Kesl        impulan   merul  pakan   kristalisasi   dari   fakta   dan   analisis   yang 
 

tellah dilakukan delngan menl           ggunakan kerangl ka pemil  kiran.51  Maka 
 

dari  itu  kelsimpulan  dari  pelrumusan  masalah  dalam  penl           ell      itian  ini 
 

lebl  ih melnekl ankan kelpada bagaimana se lbuah hasil pelnellitian yang 
 

menl  jadi  polin  utama  dalam  pelnellitian  ini  dapat  menl  unjukkan hasil 
 

jawaban rumusan masalah delngan lelbih jell      as. Adapun penl           ulisan ini 
 

menl  arik  kesl impulan  secl ara  dedl uktif,  yakni  prolse ls  pelngambilan 
 

kesl        impulan  dari  data-data  yang  bersil  fat  umum  ke l        data-data  yang 
 

belrsifat khusus.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50  Zalinudin Alli, Metode Penelitialn Hukum, Jalkarl       tal, Sinalr Grafl      ikal, 2016, ha ll 107. 
51  Ibid., hall. 177. 
52   Balhder  Johaln 

Malju, 2008, hall. 35. 
Nalsution,  Metode  Penelitianl Ilmu  Hukum,  Balndung,  Manl dalr 
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